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Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa
Efek. Kebijakan pengenaan Pgjak Penghasilan atas penerimaan bruto dari transaksi penjualan saham di
Bursa Efek tersebut bersifat final yang besarnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.
Kebijakan ini seperti teristimewakan dalam situasi harga-harga saham cenderung menaik (Bullish market).
Sebaliknya, dalam situasi harga-harga saham cenderung menurun (Bearish market), maka kebijakan tersebut
menjadi diskriminatif {tidak adil) karena pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut bersifat final.
Kebijakan pengenaan Pgjak Penghasilan yang bersifat final ini menimbulkan permasalahan dalam situasi
Bearish market karena parainvestor pasti mengalami kerugian (capital loss), sedangkan kerugian
operasional tersebut tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelumnya (L oss Carryback) atau ke
tahun-tahun berikutnya (L oss Carryforward) yang tidak mengalami kerugian operasional, dan jugatidak bisa
di-"restitusi”-kan (Unrefundable).

Metode yang digunakan untuk menel aah/meninjau dampak atau pengaruh kebijakan pengenaan Pagjak
Penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan adalah ; penelitian literatur (tinjauan pustaka), penelitian
lapang untuk mencari/mengumpulkan data/informasi laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana, dan
menganalisis laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana untuk tahun 1999 yang dibandingkan dengan tahun
1998. tahun 1997, dan tahun 1996.

Dari hasil telaah/tinjauan yang dilakukan terdapat beberapa kejanggalan yang menimbulkan ketidak adilan
yaitu ; dalam transaksi penjualan saham yang merugi (capital 10ss) parainvestor masih harus membayar
Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan (investor) tidak bisa
dikurangkan dari penghasilan, dan total kerugian hingga akhir tahun fiskal tidak bisa dikompensasikan ke
tahun-tahun sebelum atau sesudah diderita kerugian, dan tidak bisa dimintakan pengembalian pagjak yang
telah dibayar kepada pemerintah (restitusi).

|dealnya, kebijakan terhadap dasar pengenaan Pajak Penghasilan haruslah berupa penghasilan neto (laba
bersih sebelum Pajak Penghasilan) yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang
berhubungan dengan proses mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut, hal ini sesuai
dengan definisi penghasilan yang diberikan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 1994 yaitu
tambahan kemampuan ekonomis. Definisi penghasilan yang tertuang dalam ketentuan tersebut telah sesuai
dengan definisi atau pengertian yang diyakini oleh masyarakat perpajakan Internasional seperti yang
diberikan oleh the S-H-S Income Concept.

Selanjutnya, tambahan kemampuan ekonomis tersebut haruslah dapat terukur dan tidak membedakan jenis
sumber dari tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksud sehingga keadilan secara horizontal dapat
diterapkan (equal treatment for the equals), dan tarif pajak yang dikenakan terhadap objek pajak penghailan
haruslah bersifat umum atau seragam/sama untuk setiap wajib pajak (tax payer) dan tidak menerapkan
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Schedular Taxation. Tarif pajak penghasilan yang diyakini mengandung unsur keadilan secara vertikal
haruslah berupatarif progresif, sehingga setiap wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis
yang tidak sama (jumlah atau ability to pay-nya) akan menanggung beban pajak yang tidak sama pulayang
besarnya sebanding dengan ketidaksamaannya tersebut (Unequal treatment for the uriequals). Idealisasi
lainnya dalam kebijakan pengenaan pajak penghasilan tersebut haruslah memungkinkan setiap wajib pajak
untuk melakukan pengkreditan pajak, atau restitusi pgjak (refundable), atau kompensas kerugian baik ke
depan maupun ke belakang (Loss carryback or Loss carryforward).

Dengan demikian, salah satu saran atau rekomendasi yang dapat penulis kemukakan adalah agar Pemerintah
merubah ketentuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari
transaks penjualan saham di Bursa Efek, dari yang bersifat Final menjadi tidak Final.



